
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 52 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

ketentuan mengenai kedudukan , susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah 

d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturari Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke t en tuan mengenai 

kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja perangkat daerah d ia tur dengan Peraturan 

Walikota; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan. 

Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

Men imbang : a. 

b. 

c. 

Mengingat : 1. 



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114., Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunam Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang dimaksuclkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Ke lurahan adalah wi layah kerja l u r a h yang merupakem perangkat 

kecamatan yang d ibentuk u n t u k membantu a tau melaksanakan 

sebagian tugas camat. 

BAB I I 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Ke lurahan d ip imp in oleh kepala ke lurahan yang disebut l u r a h selaku 

perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. 

Pasal 3 

Ke lurahan merupakan perangkat kecamatan yang d ibentuk u n t u k membantu 

a tau melaksanakan sebagian tugas camat. 

BAB I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

Susunan Organisasi Ke lurahan terd i r i dar i : 

a. Lurah ; 

b. Sekretaris; 

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban U m u m ; 

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 

e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 5 

Seksi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 h u r u f c, h u r u f d dan h u r u f e 

d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 6 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Ke lurahan sebagaimana te rcantum dalam 

lampi ran yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Wal ikota i n i . 



BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Lurah 

Pasal 7 

Lu rah mempunya i tugas membantu camat dalam : 

a. melaksanakan kegiatan pemer intahan ke lurahan; 

b. me lakukan pemberdayaan masyarakat; 

c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. memel ihara ketenteraman dan ketert iban u m u m ; 

e. memel ihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan u m u m ; 

f. melaksanakan tugas Ia in yang d iber ikan oleh camat; dan 

g. melaksanakan tugas Iain sesuai dengan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

Pasal 8 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, Lurah 

menyelenggaran fungsi : 

a. merencanakan penyelenggaraan pemer intahan, pembangunan dan 

kemasyaTakatan d i keVaraYiari-, 

b. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penyelenggaraan pemer intahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan d i ke lurahan; 

c. mengkoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kem£Lsyarakatan di kelurahan; 

d. me lakukan pengawasan tugas pemer intahan, pembangunan dan 

kemjisyarakatan d i ke lurahan; 

e. mengkoordinas ikan kegiatan penyelen^xgaraan pelayanan pemer intahan 

d i t ingkat Ke lurahan; dan 

f. melaksanakan tugas Ia in yang d iber ikan oleh Camat sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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Bagian Kedua 

Sekretaris 

Pasal 9 

Sekretaris mempunya i tugas melaksanakan tugas pengelolaan 

admin is t ras i pemer intahan ke lurahan, p<;rencanaan kepegawaian dan 

keuangan berdasarkan pera turan perundging-undangan u n t u k te r t ibnya 

pelayanan. 

Pasal 10 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimanji d imaksud dak im Pasal 9, 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis pengelolaan admin is t ras i pemer intahan 

ke lura l i an sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. menyusun rencana kegiatan berdasai 'kan pedoman s<;bagai acuan 

pelakftanaan tugas; 

c. melaksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i ke lurahan sesuai 

pedoman u n t u k peningkatan pelayanan masyarakat; 

d. melaksanakan tugas pengelolaan r u m a h tangga ke lurahan sesuai 

k e b u t u h a n u n t u k menunjang kelancaran kegiatan u n i t ; 

e. melaksanakan tugas pengelolaan adminis t ras i keuangan berdasarkan 

pe tun juk teknis ; 

f. mengedola admin is t ras i kepegawaian sesuai k ebu tuhan u n t u k 

peningkatan kiner ja aparatur; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l i s u n t u k beroleh pe tun ju l : lebih lan ju t da lam pelaksanaan 

tugas; 

h . menglcoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi 

mela lu i per temuan u n t u k penyatuan pendapat da lam pelaksanaan 

tugas; 

i . menyusun laporan has i l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

j . melal<;sanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas dinas. 
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Bagian Ketiga 

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman 

dan Ketert iban U m u m 

Pasal 11 

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban U m u m mempunya i 

tugas d ib idang pemer intahan, ketentraman dan ketert iban u m u m 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 , Kepala 

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban U m u m menyelenggarakan 

fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketert iban U m u m ke lurahan sesuai k ebu tuhan sebiigai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu lkan data kependudukan mela lui survei u n t u k mengetahui 

jumls ih dan perkembangan penduduk k i j lurahan; 

c. mengelola data kependudukan mri la lui format se;bagai bahan 

penyusunan data base kependudukan; 

d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban 

U m u m ke lurahan sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. me lakukan sosialisasi program Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketert iban U m u m mela lu i media dan pertemuan u n t u k peningkatan 

pemahaman masyarakat; 

f. mengelola adminis t ras i Pemerintahan, Ketentraman dan Ketert iban 

U m u m ke lurahan sesuai j en isnya u n t u k ter t ibnya adminis t ras i ; 

g. mengelola adminis t ras i pertanahan sesuai pe tun juk pelaksanaan dan 

pe tun juk teknis u n t u k tert ibnya hak kepemi l ikan tanah diwi layah 

ke lurahan; 

h . meng;umpul data wi layah rawan konf l ik sesuai jenis dan t ingkatannya 

u n t u k mengetahui gambaran dan keadaan wi iayah konf l ik ; 

i . mengelola data wi layah rawan konf l ik sesuai j en is dan t ingkatannya 

u n t u k mengetahui j u m l a h kejadian yang t i m b u l d iwi layah; 
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j . melakisanakan tugas pengendalian keamanan dan kete i t iban u m u m 

secara terpadu u n t u k terciptanya keamanan dan ketert iban masyarakat; 

k. me lakukan moni tor ing kegiatan masyarakat ke lurahan secara r u t i n 

u n t u k mengetahui s i tuasi dan kondis i masyarakat; 

1. me lakukan penert iban peraturan daerah dan pera turan la innya 

diwi layah ke lurahan sesuai jenis u n t u k supremasi h u k u m ; 

m. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tunjuk lebih l an ju t da lam pelaksanaan 

tugas; 

n . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarisi dan kepala-

kepal£i seksi mela lu i rapat a tau pertemuxm u n t u k penyatuan pendapat; 

o. menjn isun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

p. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh Eitasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Keempat 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 13 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunya i tugas 

d ib idang perekonomian dan pembangunan diwi layah ke lurahan 

berdasarkan pera turan perundang-undangan u n t u k kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13, Kepala 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenjjgarkan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang perekonomian dan 

pembangunan sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu lkan data potensi ke lurahan mela lu i survei u n t u k mengetahui 

jumle ih dan perkembangannya; 

c. mengelola data potensi ke lurahan sesuai j en is sebagai bahan 

penyusunan data base/profil ke lurahan; 
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d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai 

k e b u t u h a n u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. melaixukan sosialisasi program pengembangan ekonomi dan 

pembangunan mela lu i media dan pertemuan u n t u k peningkatan 

pemahaman masyarakat; 

f. me lakukan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu 

untulc peningkatan pendapatan masyarakat; 

g. memlasi l i tas i program pembangunan diwi layah ke lurahan secara 

terpadu u n t u k terwujudnya pelaksanaan pembangunan; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris l u r a h dan 

kepala-kepala seksi mela lu i rapat a tau per temuan u n t u k penyatuan 

pendapat; 

j . menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kel ima 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 15 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunya i tugas 

d ib idang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan pera turan 

perundang-undangan u n t u k peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 15, Kepala 

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarkan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang Pemberdayaan Masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat sesuai k ebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan 

tugas; 
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b. mengumpu lkan data keadaan sosial kemasyarakatan melalui survei 

u n t u k mengetahui gambaran/keadaan keh idupan masyarakat; 

c. mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai j en is sebagai 

bahan data base/profil ke lurahan; 

d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi program u n i t ; 

e. melaJiukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat mela lu i media dan per temuan u n t u k peningkatan 

pengetahuan masyarakat; 

f. me lakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu u n t u k 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

g. me lakukan moni tor ing program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat secara langsung m a u p u n t idak Igmgsung u n t u k 

mengetahui perkembangannya; 

h . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atas£m baik l isan 

m a u p u n ter tul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris l u r a h dan 

kepala-kepala seksi mela lu i rapat a tau per temuan u n t u k penyatuan 

pendapat da lam pelaksanaan tugas; 

j . menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

BAB V 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 17 

(1) Lu rah merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa a tau jabatan pengawas. 

(2) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Ke lurahan merupakan j aba tan 

s t r u k t u r a l eselon IVb a tau j aba tan pengawas. 

Pasal 18 

Pejabat s t r u k t u r a l d i Ke lurahan diangkat dan d iberhent ikan oleh Wal ikota 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 
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BAB VI 

K E T E N T U A N P E R J \ L 1 H A N 

Pasal 1 9 

Pada saal; Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mu l a i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jaba tan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan d iben tuknya j aba tan b a r u dan d iangkat pejabat 

b a m berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 

Pada saat Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku, Peraturan Wal ikota Nomor 

1 5 T a h u n 2 0 0 8 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2 0 0 8 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Ke lurahan (Berita Daerah 

Kota Gorontalo T a h u n 2 0 0 8 Nomor 15 ) Lampiran 11 d icabut dan d inyatakan 

t idak ber laku. 

Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2 0 1 7 . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

BAB V l l 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 0 

Pasal 2 1 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 27 • • • • • I ,1 2 0 1 6 

WALIKOTA GORONTALO 

Diundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 2? 2 0 1 6 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 52 



LURAH 

SEKSI PEMERINTAHAN, 
TRANTIBUN 

SEKSI EKONOMI DAN 
PEMBANGUNAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 52 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
K E L U R A H A N KOTA GORONTALO 

SEKRETARIS 

SEKSI PEMBERDAYAAN 
DAN KESRA 

WALIKOTA GORONTALO, 

MARTEN A. TAHA 


